
 

                                                                                      

 

 

 

BUPATI  PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

NOMOR :  2  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun                  

anggaran  berakhir; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016. 

 

Mengingat   : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; 

 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049);   
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah             

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4575); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010               

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012                

Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5351); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041) 

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, 

Pengawas dan Penilik; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional; 
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30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Tembakau; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2015; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06                

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2004 Nomor 07) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2007 Nomor 02); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 08 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang                     

Daerah (RPJPDaerah) Kabupaten Probolinggo                          

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2008 Nomor 07); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09                

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo                

Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4                  

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  

Tahun 2016 Nomor 1); 

 



7 

 
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04                 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo              

Tahun 2009 Nomor 02); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05                  

Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2009            

Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2013 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013  

Nomor 06); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10                  

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 15 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11               

Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo            

Tahun 2010 Nomor 02); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12               

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 01); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05               

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 01); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06                 

Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo Tahun 2015 Nomor 02); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07                  

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 03); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04                

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo pada PT. Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 04) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Probolinggo Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Probolinggo Tahun 2015 Nomor 02); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05                  

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012           

Nomor 05); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07                  

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo                          

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo 

Tahun 2013 Nomor 07);  

49. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11                  

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013             

Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11                

Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo             

Tahun 2015 Nomor 05); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12               

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

pada Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013           

Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015               

Nomor 06); 
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51. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14               

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  

Nomor 03); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3                 

Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016  

Nomor 02); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1             

Tahun 2016 tentang Penataan, Pengendalian dan Retribusi 

Menara Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 01). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO 

dan 

BUPATI PROBOLINGGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas;  

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a               

Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :  

a. Pendapatan Rp 1.973.351.632.759,86 

b. Belanja Rp 2.038.786.352.784,31 

 Surplus/defisit Rp  (65.434.720.024,45) 

c. Pembiayaan    

 - Penerimaan Rp             62.365.607.297,84 

 - Pengeluaran Rp 54.979.087.978,41 

 Surplus/defisit Rp 207.386.519.319,43 

 
Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2               

sebagai berikut : 

a.  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (84.319.811.822,55) 

dengan rincian sebagai berikut :  

- Anggaran pendapatan  

   Setelah perubahan      
Rp 2.057.671.444.582,41 

- Realisasi Rp 1.973.351.632.759,86 

Selisih lebih/(kurang) Rp  (84.319.811.822,55) 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 224.877.144.584,62 

dengan rincian sebagai berikut : 

- Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.263.663.497.368,93 

- Realisasi Rp 2.038.786.352.784,31 

Selisih lebih/(kurang) Rp 224.877.144.584,62 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                                        

Rp. (140.557.332.762,07)  dengan rincian sebagai berikut : 

- Surplus/defisit  

   Setelah perubahan 

Rp  (205.992.052.786,52) 

- Realisasi Rp  (65.434.720.024,45) 

Selisih lebih/(kurang) Rp  (140.557.332.762,07) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                      

Rp. 181.533.467,09 dengan rincian sebagai berikut : 

- Anggaran penerimaan pembiayaan  

Setelah perubahan 

Rp 262.547.140.764,93 

- Realisasi Rp 262.365.607.297,84 

Selisih lebih/(kurang) Rp 181.533.467,09 
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e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                               

Rp. 1.576.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :  

- Anggaran pengeluaran pembiayaan  

 Setelah perubahan                                       

Rp 56.555.087.978,41 

- Realisasi Rp 54.979.087.978,41 

Selisih lebih/(kurang) Rp 1.576.000.000,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah                                   

Rp. (1.394.466.532,91) dengan rincian sebagai berikut : 

- Anggaran pembiayaan neto  

  Setelah perubahan   

Rp 205.992.052.786,52 

- Realisasi Rp 207.386.519.319,43 

Selisih lebih/(kurang) Rp (1.394.466.532,91) 

 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal                                                    Rp 258.206.195.764,93 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan                                             

Rp 258.206.195.764,93 

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 141.951.799.294,98 

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya 

Rp 0,00 

e. Lain-lain Rp 0,00 

f. Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Rp 141.951.799.294,98 

 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah aset                                                      Rp 2.234.234.936.252,93 

b. Jumlah kewajiban                                             Rp 15.219.978.920,44 

c. Jumlah ekuitas Rp 2.219.014.957.332,49 
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Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :  

 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :  

 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 

Desember Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

a. Ekuitas awal                                                      Rp 2.184.596.344.506,51 

b. Surplus/Defisit LO                                             Rp 111.873.284.468,93 

c. Dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar 

Rp (77.454.671.642,95) 

d. Ekuitas akhir Rp 2.219.014.957.332,49 

 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 

Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

atas pos-pos laporan keuangan. 

 

 

 

 

a. Jumlah Pendapatan laporan operasional Rp 1.875.910.549.380,72 

b. Jumlah Beban                                   Rp 1.760.885.628.769,79 

c. Pos luar Biasa   Rp (2.480.037.800,00) 

d. Surplus/Defisit laporan opersional                         Rp 111.873.284.468,93 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp 258.206.195.764,93 

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                                  Rp 224.025.392.503,80 

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi                       

non–keuangan   

Rp (314.460.012.528,25) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan                           Rp (25.819.676.445,50) 

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris                        Rp 0,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016       Rp 141.951.899.294,98 
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Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan                       

dengan peraturan ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran ; 

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan Belanja dan Pembiayaa; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset                 

Tetap Daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;  

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

b. Lampiran II  : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Lampiran III : Neraca; 

d. Lampiran IV : Laporan Operasional; 

e. Lampiran V  : Laporan Arus Kas; 

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 11 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilampiri laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 
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Salinan sesuai dengan aslinya : 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. 
Pembina Tingkat I  

NIP. 19630619 199303 2 003 
 

Pasal 12 

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan                 

Peraturan Bupati. 

 

Pasal 13 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Probolinggo. 

 

  Ditetapkan di              Probolinggo 

    pada tanggal  24  Agustus 2017 

BUPATI PROBOLINGGO 

ttd 

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE 

Diundangkan di         Probolinggo 

pada tanggal 25 Agustus 2017 

       SEKRETARIS DAERAH 

                      ttd 

     SOEPARWIYONO, SH, MH 

       Pembina Utama Muda 

  NIP. 19621225 198508 1 002 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  

TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI A 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 246-2/2017 
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